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AbAbAbAbAbstract: stract: stract: stract: stract: The marriage in Madura is following the pattern of residency

matrilocal. The meaning is after married husband and wife come to the

house, men are considered as guests at the family home wife. However,

the pattern is not a matrilineal kinship in Madura, but bilateral. Likewise,

in terms of leadership authority within the family unit, the male has full

control in responsibility cost of living emotional and physical survival

and the development of his wife and children. Hegemony of male power

over women in Madura is reflected in the pattern of agricultural tanian

lanjheng. Also in Madura matrilocal marriage is the result of collabora-

tion between customary law in Madura with teachings of Islamic law as

the law of the majority religion in Madura. Because of this gender usual

attitude raises a lot of injustice to women, it takes a new perspective of

gender equity by shifting the patriarchal hegemony towards equal rela-

tionships between men andz women.

KeywordsKeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Islamic law, customary law, marriage, Madura.

Abstrak: Abstrak: Abstrak: Abstrak: Abstrak: Perkawinan di Madura mengikuti pola residensi matrilokal, artinya

pasca menikah suami ikut ke rumah istri (mertua), laki-laki dianggap

sebagai tamu di rumah keluarga istri. Meski demikian, pola kekerabatan

di Madura bukan matrilineal, melainkan bilateral. Begitu juga dalam hal

otoritas kepemimpinan dalam unit keluarga, laki-laki memiliki kendali

penuh dalam tanggungjawab nafakah lahir batin dan perkembangan

kelanjutan hidup istri dan anak-anaknya. Hegemoni kuasa laki-laki atas

perempuan di Madura tercermin pada pola hunian tanian lanjheng. Juga

perkawinan matrilokal di Madura adalah hasil dari kolaborasi antara hukum

adat di Madura dengan hukum Islam sebagai hukum ajaran agama mayori-

tas di Madura. Karena sikap biasa gender ini menimbulkan banyak

ketidakadilan untuk perempuan, maka dibutuhkan perspektif baru yang

adil gender dengan cara menggeser hegemoni patriarkhi menuju relasi

yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci:Kata Kunci:Kata Kunci:Kata Kunci:Kata Kunci: hukum Islam, hukum adat, perkawinan, Madura.
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A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu wujud eksistensi sosial manusia. Lem-

baga perkawinan sebagai tempat perkawinan dua anak manusia laki-laki dan

perempuan menjadi pengikat dan menjadi wadah untuk saling mewujudkan

impian dan idealisme hidup bersosial. Perkawinan menjadi awal dan cikal bakal

terbentuknya suatu unit komunitas kecil dalam struktur masyarakat, yaitu se-

buah keluarga. Keluarga kecil inilah yang nantinya akan menjalankan fungsinya

dalam struktur dan tatanan masyarakat yang lebih luas. Secara sosiologis, acara

pernikahan dalam perkawinan menjadi sebuah ritus sosial untuk memberikan

legitimasi bagi individu yang ingin membentuk sebuah keluarga. Maka, per-

nikahan menjadi salah satu tangga atau tahapan dalam perkembangan hidup

manusia menuju manusia yang bermasyarakat.

Perkawinan sebagai sebuah ritus sosial, dan individu tidak terlepas sebagai

makhluk sosial. Maka kemudian, perkawinan tidak lagi dimaknai sebagai

mediasi pertemuan antara dua individu, melainkan lebih kepada pertemuan dua

keluarga besar. Salah satu perhatian antropolog terhadap aspek perkawinan

adalah tentang pola menetap pasca perkawinan (post-marital residence).

Murdock mengatakan bahwa pola residensi pasca perkawinan menggambarkan

sebuah sistem organisasi sosial dalam keluarga seperti sistem kekerabatan dan

distribusi kekuasaan dalam keluarga (Murdock,1949:221-222). Secara umum,

pola yang demikian oleh Fox (1967:1227-1228) disebut dengan main sequence

kinship theory (teori kekeluargaan rangkaian utama). Maka dengan teori ini,

pola dalam post-marital residence yang berbeda menghasilkan susunan

kekerabatan dan pola kekuasaan yang berbeda. Pola residensi matrilokal selalu

ditemukan dalam sistem kekerabatan matrilineal dan relasi kekuasaan yang

bersifat matriarkat. Sebaliknya, pola residensi patrilokal selalu ditemukan

dalam sistem kekerabatan patrilineal dan relasi kekuasaan yang bersifat

patriarkat.

Hal yang menarik dari budaya lokal perkawinan di Madura adalah suku

Madura menganut pola residensi matrilokal, tetapi sistem kekerabatan yang

dianut adalah sistem kekerabatan bilateral dengan pola kekuasaan patriarkat.

Inilah yang membedakan suku Madura dengan suku-suku lainnya dalam hal

perkawinan dan sistem kekerabatan. Pasca-menikah, laki-laki (suami) dianggap

tamu atau pendatang bagi keluarga perempuan (istri). Tetapi dalam pola relasi

keluarga, laki-laki (suami) memiliki otoritas penuh terhadap perkembangan dan

kelanjutan hidup perempuan (istri) dan anak-anak. Dengan demikian, tulisan

ini akan mengkaji konstruksi pola perkawinan matrilokal suku Madura. Adapaun

rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana akulturasi hukum Islam
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dan hukum adat atau budaya setempat di Madura telah mengkonstruk per-

kawinan matrilokal di Madura. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk me-

ngetahui arkeologi konstruksi perkawinan matrilokal di Madura. Metodologi

yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif desktiptif dengan

menggunakan pendekatan feminis. Sumber data dalam penelitian diperoleh me-

lalui pengalaman perempuan-perempuan Madura menjadi istri dan pengamatan

penulis sebagai perempuan asli suku Madura.

B. POLA RESIDENSI MATRILOKAL DI MADURA

Pulau Madura terletak di timur laut pulau Jawa, tepatnya berada di wilayah

provinsi Jawa Timur. Posisi pulau Madura kurang lebih 7° sebelah selatan dari

khatulistiwa di antara 112° dan 114° bujur timur. Pulau Madura dipisahkan dari

pulau Jawa oleh selat Madura, yang menghubungkan laut Jawa dengan laut Bali.

Luas keseluruhan wilayah pulau Madura adalah kurang lebih 5.304 km, dengan

panjang kurang lebih 190 km dan jarak lebarnya 40 km (Jonge,1989: 3-5).

Sistem perkawinan di Madura menganut pola matrilokal. Artinya,

perempuan yang telah menikah akan tetap tinggal di rumah atau pekarangan

milik orang tuanya, sementara laki-laki yang telah menikah akan pindah ke

rumah atau pekarangan istrinya atau mertuanya (Wijaya, 2002: 44). Tapi ini

tidak berlaku mutlak dan general untuk mayoritas pasangan suami istri suku

Madura, sebagian atau beberapa pasangan ada yang memilih pola natalokal

(pasangan membangun rumah sendiri). Selama beberapa waktu pasca-

menikah, pasangan suami-istri akan bertempat tinggal di rumah istri atau

mertua. Pola residensi matrilokal inilah yang kemudian melahirkan atau

menghasilkan pola hunian tanian lanjheng. Menurut Jonge (1989: 14), tanian

lanjheng adalah pola tertua di Madura.

Sebagai penduduk asli suku Madura, pola tanian lanjheng memiliki

perbedaan antara tanian lanjheng yang terletak di kawasan ekologi tegalan

dengan yang terletak di ekologi pantai Madura. Di kawasan ekologi tegalan,

umumnya masyarakat desa terdiri atas beberapa kampung yang saling terpisah.

Beberapa kampung tersebut dibangun berdasarkan kedekatan dengan tegal atau

sawah. Di dalam sebuah kampung daerah pedalaman Madura, areal pemukiman

penduduk tidak menyatu atau menyambung. Kampung tersebut terdiri atas

beberapa kelompok rumah (cluster) yang dibangun berdasarkan tali atas asas

kekerabatan. Maka dalam hal ini, tanian lanjheng menjadi ciri khas dalam

cluster rumah tersebut (Kuntowijoyo, 2002: 60-61).

Biasanya dalam satu cluster terdapat beberapa barisan atau deret rumah

yang semuanya menghadap ke selatan (laok), orang Madura sebut rumah itu
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adalah rumah peghun. Secara sederhana rumah peghun adalah model rumah asli

orang Madura, model rumah ini bisa dilihat pada bagian atap yang berbentuk

joglo (bagian sisi kiri dan kanan rumah dirancang menaik sekitar 20 derajat, lalu

pada bagian tengah atap dibuat menjulang tinggi). Pada ujung kanan dan kiri

atap rumah (bubung) biasanya diberi hiasan tanduk sebagai simbol kewibawaan

pemiliknya, atau ada juga yang berupa lengghi yaitu sebuah lengkungan perahu

bagian depan dan belakang. Kemudian bangunan paling barat biasanya ditem-

pati oleh orang tua atau anak perempuan bungsu yang nantinya akan memiliki

rumah tersebut apabila orang tuanya meninggal dunia. Dan di sebelah timur

rumah peghun dibangun rumah berturut-turut yang nantinya ditempati oleh

saudara-saudara perempuan si bungsu dengan menghadap ke selatan (laok), dan

di depan rumah masing-masing dibangun sebuah dapur, dan di sebelah barat

dibangun sebuah musala (kobhung) sebagai tempat ibadah keluarga atau tem-

pat berkumpul anggota cluster setelah lelah dari bekerja di ladang.

Berbeda dengan rumah penduduk yang di daerah ekologi ladang atau

sawah. Di daerah ekologi pantai, bangunan rumah mengikuti pola bangunan

pita (ribbon residence), yaitu beberapa bangunan rumah berderet-deret dengan

membentuk sebuah garis linear ke kiri kanan jalan utama atau beberapa jalan

kecil di sebuah desa, pembangunan rumah desa ini berdasarkan pada keter-

sediaan lahan bangunan. Masyarakat pesisir pantai menyebut jalan kecil (gang)

yang memanjang di depan bangunan rumah-rumah mereka sebagai tanian

lanjhang. Artinya, rumah-rumah berada dalam satu cluster rumah yang berdiri

di sisi kiri dan kanan sebuah jalan kecil. Secara umum, anggota dalam satu

cluster rumah tersebut masih memiliki hubungan kerabat dekat atau ikatan

darah satu keturunan.

Pola residensi matrilokal di Madura diyakini berasal dari budaya masya-

rakat Campa di Indochina yang masuk ke daratan Madura antara tahun 4000-

2000 SM (2003:21-22). Masyarakat Champa di Delta Mekong, sisa dari kera-

jaan Campa, hingga saat ini menganut pola residensi matrilokal dan sistem

kekerabatan matrilineal. Secara sederhana, Matrilineal adalah suatu adat

masyarakat yang mengatur alur keturunan berdasarkan pada garis dari pihak

ibu. Kata ini sering diasosiasikan dengan matriarkat atau matriarki, tapi pada

dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata, “mater” (latin) yang

artinya “ibu” dan linea (latin) yang artinya “garis”. Jadi matrilineal adalah

mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu (Davies:1977). Ketika

pasangan suami istri telah melakukan perkawinan, sang suami harus tinggal di

rumah istri. Kemudian, ketika saudara dari perempuan sang istri tersebut akan

menikah, maka pasangan yang telah menikah tadi akan membangun sebuah
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rumah di dekat rumah orang tua istri. Pola seperti ini hampir sama dengan pola

pemukiman tanian lanjheng di pulau Madura. Juga dalam hal harta warisan,

garis keturunan anak-anak berasal dari ibu, dan harta benda diwariskan melalui

garis perempuan atau ibu (wikipedia.com).

Rumah-rumah di Madura yang umumnya mayoritas menghadap ke selatan

(laok) dengan bentuk tanian lanjheng dan rumah peghun sebagai rumah induk,

adalah bukti bahwa leluhur masyarakat Madura berasal dari utara yaitu Indochina.

Selatan (laok) dimaknai sebagai simbol keselamatan, karena dalam perjalanan

sejarah orang-orang Indochina yang menjadi leluhur masyarakat Madura pernah

mendapat ancaman bahaya yang datang dari pedalaman utara (Rifaie,1993: 02).

C. KONSTRUKSI PERKAWINAN MATRILOKAL DI MADURA

Tradisi perkawinan matrilokal di Madura merupakan salah satu kearifan

lokal yang tumbuh dan berkembang di pulau Madura. Adat perkawinan

matrilokal di Madura memiliki way of live bagi masyarakat Madura sendiri.

Pandangan hidup tersebut tidak saja dalam bentuk adat dan tradisi, akan tetapi

terealisasi dalam tata aturan, norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat

Madura dalam interaksi sosial antar-suku.

Mengetahui akar tumbuhnya kearifan lokal tersebut sangatlah penting. Hal

itu untuk mengetahui hakikat dan makna di balik warisan budaya, adat dan

tradisi yang selama ini dilestarikan oleh penduduk suku Madura. Karena adat

perkawinan matrilokal tidak terlepas dengan konsep hunian tanian lanjheng dan

kolaborasi antara hukum adat dan hukum Islam, maka mengetahui konstruksi

keduanya menjadi penting.

1. 1. 1. 1. 1. TTTTTanian Lanjhenganian Lanjhenganian Lanjhenganian Lanjhenganian Lanjheng

Pola penataan rumah permukiman masyarakat Madura yang disebut

dengan tanian lanjheng (bagi masyarakat Madura Timur) atau kampong mejhi

(bagi masyarakat Madura Barat) pada mulanya, tanian lanjheng (halaman

panjang) terbentuk lantaran adat masyarakat Madura setelah menikah adalah

matrilokal-uksorilokal (suami ikut istri atau suami ikut serta tinggal di rumah

istri yang ikut ibunya). Karena adat tersebut, anak pertama yang menikah

dibangunkan rumah di sebelah timur roma tongghu (rumah induk) dengan

dapur di depannya. Kemudian, jika anak perempuan kedua menikah, maka anak

perempuan juga dibangunkan rumah lengkap dengan dapur di sebelah timur

rumah anak perempuan pertama, dan begitu seterusnya. Dengan demikian, dari

sebelah utara akan berbaris rumah-rumah yang jumlahnya sama dengan jumlah

anak perempuan roma tongghu. Jika tanah yang dimiliki oleh orang tua roma
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tongghu tidak cukup luas, maka ia akan berhenti di ujung timur dan akan

membangunkan rumah untuk anak perempuannya di depan rumah ujung timur

dengan menghadap ke sebelah utara, dan begitu seterusnya hingga bergerak ke

arah barat. Sedangkan anak laki-laki roma tongghu akan mendiami rumah

istrinya masing-masing. Dengan demikian, tanian lanjheng terdiri dari tiga

generasi, yaitu pasangan suami istri tertua yang memulai generasi pertama,

anak-anak perempuan yang menikah dengan suaminya sebagai generasi kedua,

serta anak-anak mereka masing (cucu-cucu) yang dihasilkan dari pernikahan

mereka sebagai generasi ketiga. Bagi penghuninya, tanian lanjheng merupakan

tempat pamolean, yaitu tempat untuk tujuan pulang dari bekerja, bepergian

atau merantau (Rifai, 2007:101-102).

Pola kompleks perumahan tanian lanjheng yang terdiri dari rumah tinggal

(roma), musala (kobhung) dan kandang (kandeng) memiliki makna bahwa

perempuan berada dalam kontrol orang tuanya. Apalagi, dalam konsep model

tanian lanjheng memiliki aturan main yang tidak tertulis, seorang laki-laki yang

bukan berasal dari tanian lanjheng tidak diperkenankan masuk ke dalam tanian

tersebut, lebih-lebih jika tidak ada laki-laki dalam tanian tersebut. Disamping

itu juga, rumah diproyeksikan untuk tempat perempuan, sedangkan surau atau

musala (kobhung) untuk laki-laki. Sebab, laki-laki hanya bisa menempati rumah

pada malam hari dan pada siang harinya laki-laki berada di ladang (Noer, 2008).

Arsitektur rumah tanian lanjheng juga menguatkan bias maskulin. Hal

yang demikian bisa dilihat pada bahan bangunan rumah seperti tiang pe-

nyangga rumah (sasaka agung) yang harus berasal dari kayu yang kokoh

(salarak), itu karena kayu tersebut untuk menusuk kayu yang melintang dari

bahan kayu yang lebih lunak (babirun), dan peraturan ini tidak boleh berlaku

sebaliknya. Kayu salarak memiliki simbol sebagai laki-laki, sedangkan kayu

babirun memiliki simbol sebagai perempuan. Ini artinya, bagi orang Madura,

laki-laki merupakan simbol kuat dan kokoh, sedangkan perempuan sebagai

yang lunak atau lemah. Dengan demikian, kebudayaan Madura hanya mem-

berikan ruang kebebasan kepada laki-laki, sehingga ia melahirkan model

patriarkhi (Bustami dalam srinthil.org). Inilah yang kemudian menjadikan

benih-benih relasi kuasa dalam keluarga di Madura adalah patriarkhi. Patriarkhi

merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas

utama dan sentral dalam organisasi sosial.

2. 2. 2. 2. 2. Kolaborasi Hukum Kolaborasi Hukum Kolaborasi Hukum Kolaborasi Hukum Kolaborasi Hukum Adat dan Hukum IslamAdat dan Hukum IslamAdat dan Hukum IslamAdat dan Hukum IslamAdat dan Hukum Islam

Jika di Minangkabau pola perkawinan adalah matrilokal dan garis keke-

rabatan adalah matriarkat (berdasar pada garis ibu). Maka berbeda dengan di
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Madura, pola residensi di Madura tidak memapankan sistem matriarkat. Sebab

yang berkembang adalah pola kekuasaan patriarkat. Artinya laki-laki lebih

dominan dari pada perempuan (male-dominant). Pada posisi yang demikian,

pengaruh Islam sangat kuat menciptakan budaya tersebut. Dalam Islam, laki-laki

dipandang sebagai pemimpin bagi perempuan. Oleh karena itu, laki-laki ber-

tanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin untuk kesejahteraan istri dan

anak-anaknya.

Di Madura, otoritas laki-laki sebagai pemimpin ditandai sejak ketika me-

langsungkan perkawinan. Tradisi Madura, laki-laki selain memberikan mahar,

juga “wajib” memberi barang-barang tertentu (ben ghiben) untuk diberikan

kepada pihak perempuan pada saat proses lamaran berlangsung. Mahar

merupakan ajaran Islam. Pandangan madzhab Hanafi mengatakan bahwa mahar

merupakan sejumlah harta yang menjadi hak istri karena adanya akad perkawinan

atau terjadinya senggama. Begitupula dengan madzhab fiqih yang lain misal

Maliki, Syafii dan Hambali, yang menilai bahwa mahar adalah sesuatu yang

wajib dibayarkan kepada istri sehingga istri halal dan sah untuk meneruskan

keturunan (Dahlan, 2001: 1042). Oleh karena itu, ulama fiqih sepakat bahwa istri

wajib menolak untuk intercourse jika suami belum membayar mahar.

Pendapat para fiqih tersebut menimbulkan pandangan bahwa mahar

dimaknai sebagai perantara bagi kehalalan untuk melakukan hubungan suami

istri. Ini artinya, mahar adalah akad kepemilikan bagi suami terhadap istri. Pada

pemahaman lain, yakni pemahaman tentang mahar pada tradisi pra-Islam,

mahar perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang diberikan kepada wali perem-

puan sebagai imbalan bagi para wali yang telah mengasuh dan membesarkan

anak perempuannya, juga risiko atas kehilangan peran anak perempuan dalam

keluarga wali perempuan (Muthahhari,1985:167).

Pandangan yang demikian juga sama seperti tradisi perkawinan di Madura.

Mahar (mas kabin) tidak dipandang sebagai pemberian sukarela dari calon suami

kepada calon istri. Mahar merupakan akad pembelian dari seorang calon suami

kepada calon istri. Maka sebelum terjadinya akad nikah, pihak keluarga laki-laki

dan pihak keluarga perempuan biasanya akan melakukan negoisasi atau tawar

menawar (abek rembhek) untuk menentukan besaran mahar yang harus dibayar

oleh calon suami.

Besar kecilnya nominal mahar (mas kabhin) dan banyaknya harta (bhen

ghibhen) yang dibawa sangat bergantung kepada strata sosial keluarga pihak

perempuan. Pemberian mahar dan harta (ben ghiben) bagi perempuan Madura

dimaknai sebagai “pembelian” perempuan oleh laki-laki. Ben ghiben yang

dibawa oleh pihak laki-laki pada saat perkawinan tidak semua menjadi hak
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perempuan. Barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti beras, rempah-

rempah, baju, perhiasan dan perlengkapan kosmetik menjadi hak milik

perempuan. Tetapi untuk barang-barang seperti lemari, meja, kursi, tempat

tidur, beberapa alat-alat dapur tetap menjadi milik laki-laki. Perempuan hanya

memiliki hak pakai. Apabila terjadi perceraian di kemudian hari, barang-barang

tersebut akan dibawa pulang kembali ke rumahnya laki-laki (e kala’ pole).

Kecuali jika pasangan tersebut memiliki anak, maka akan diberikan kepada

anaknya. Konsep pemberian mahar dan harta yang seperti inilah yang kemudian

menjadikan perempuan Madura yang sudah menikah mendapat label noro’

patona oreng yaitu mengikuti kehidupan suami.

Suami sebagai pemegang otoritas dalam kepemimpinan keluarga ter-

cermin dalam konsep hierarkis bhupa’-bhabhu-ghuru-ratoh (bapak, ibu, kiai

dan pemerintah), konsep ini mendudukkan Kiai sebagai yang lebih tinggi dari-

pada pemerintah, sehingga kiai memiliki posisi sentral dalam lingkup agama

masyarakat Madura. Begitupula dengan tingkatan bapak di atas ibu, secara

struktural ini diartikan dengan bapak memiliki posisi sebagai kepala keluarga

yang bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup istri dan anak-anaknya.

Sedangkan penempatan ibu di posisi kedua diartikan bahwa perempuan berada

di bawah hegemoni laki-laki.

Meskipun di Madura menganut pola residensi matrilokal, akan tetapi garis

keturunan tidak menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. Melainkan

menggunakan sistem bilateral yang tidak menekankan pada garis bapak

maupun ibu. Garis keturunan diletakkan secara seimbang pada garis ayah

(patrilineal) dan garis ibu (matrilineal). Kemudian pada aturan pembagian harta

warisan, masyarakat Madura membagi harta warisan ketika orang tua masih

hidup melalui hibah. Umumnya, anak perempuan mendapat porsi harta warisan

lebih banyak dari anak laki-laki. Harta warisan seperti rumah dan tanah peka-

rangan diberikan kepada anak perempuan dan tidak boleh dijual kepada

siapapun. Di Madura harta yang demikian disebut dengan sangkolan.

Sedangkan tanah sawah diberikan kepada anak laki-laki dan boleh apabila

hendak dijual kepada orang lain. Dalam pembagian harta warisan di Madura,

jarang sekali laki-laki mendapat harta warisan lebih banyak dari anak

perempuan, hal itu karena anak perempuan akan menjadi tempat berpulang

(pamolean) bagi saudara laki-lakinnya jika terjadi perceraian atau kasus yang

tidak diinginkan lainnya. Konsep harta warisan bilateral ini berdasarkan pada

QS. an-Nisa>’ (4): 11, 12 dan 176. Ayat tersebut menjadikan semua anak laki-

laki dan perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibu.
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D. SIMPULAN

Memang harus diakui, adat, tradisi dan budaya di Madura cenderung

berpihak kepada kepentingan laki-laki dan timbang pada perempuan. Ini

artinya, budaya patriarkhi cenderung mereproduksi hegemoni struktural gender

dalam tata nilai, norma dan etika pergaulan dalam masyarakat. Kokohnya

bangunan patriarkhi perlu diimbangi dengan sudut pandang yang lebih adil

dalam memandang perempuan. oleh karena itu, diperlukan upaya dan kerja

sama secara bersama-sama untuk mendorong kesetaraan (equality) dan per-

samaan martabat kemanusiaan (al-kara>mah al-insa>niyyah) dalam kehidupan

sehari-hari.

Melestarikan sebuah tradisi, khususnya tradisi perkawinan matrilokal suku

Madura yang tercermin dalam hunian tanian lanjheng dan kolaborasi hukum

adat dan hukum Islam sehingga menimbulkan hegemoni kuasa laki-laki atas pe-

rempuan, membutuhkan perspektif baru yang lebih adil gender agar tata laku,

nilai, sikap dan cara pandang hidup masyarakat Madura adil untuk semua

individu, baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya bias gender.
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